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LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2021
NOMOR . Itda-700/215/LHE/-SAKIP/VII/2022
TANGGAL 25 Juli 2022
- RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam
rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh

mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, mendorong peningkatan encapaian

kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, serta mendorong instansi pemerintah untuk secara

konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinenja

instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupur] perjanjian
kinerja yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan evaluasi
implementasi SAKIP pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021,

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai 76,90 dengan kategori BB dan dapat diinteT‘pretasikan
Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang anddl. Capaian

nilai evaluasi SAKIP tersebut merupakan akumulasi penilaian dari pemerolehan 5 (lima) komponen,

terdini dan1 Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan
Capaian Kinerja. Capaian nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan pemerolehan nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 yang memperoleh pilai 73,29
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dengan kategori BB dengan Interpretasi Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan perbaikan dan/atau tindakan korektif secara
signifikan, baik berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil
evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan rpengaruh
secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, diantaranya tidak terdapat indiKator tujuan
pada Renstra, pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secdra berkala

(bulanan/triwulan/semester), pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakar teknologi
informasi, dan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan secara optimal.
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BAB 1
PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi
Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dflaksanakan
berdasarkan :
(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah:;
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kingrja Instansi

Pemerintah;
(3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
(4) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektgrat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Tujuan Evaluasi
Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk :

(1) Mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya;
(2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil:

(3) Mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-

nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diam dalam

dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian kinerja yang telah diteta

¢. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluas] terhadap
perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbadis kinerja,

pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta

pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP encakup:

(1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, |dan sistem
pengukuran kinerja;

(2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
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(3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
(4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

. Metodologi Evaluasi
Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi metodologi
kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan kegunaan
(kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditgtapkan dan
mempertimbangkan kendala yang ada. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi
AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam |menentukan
kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti daphat dilakukan
melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur{analitis, dan
konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk ke
Dokumentasi evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi memuat informasi yang cukup

untuk menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dalam penarikan kesimpulan. IDokumentasi
latan yang

kerja reviu.

evaluasi berisi informasi yang menggambarkan catatan penting mengenai k
dilaksanakan oleh tim evaluasi sesuai dengan standar evaluasi, disusun secara rifci schingga
mampu memberikan pengertian yang jelas mengenai tujuan, sumber, dan simpulan yang dibuat

oleh tim evaluasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, metode evaluasi dapat dijelaskan secard lebih rinci,
sebagai berikut :

(1) Evaluasi atas Komponen SAKIP
Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan
dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun $ebelumnya.
Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen|manajemen
kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinefja, Evaluasi
Internal, dan Capaian Kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga melipu}i penerapan
kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai
saat dilakukan evaluasi.. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP in{ dituangkan
dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, su-komponen
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dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penijaian untuk
setiap butir penilaian.

(2) Penilaian dan Penyimpulan
Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi menyimpulkan hasil penilaian atas f;

Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pen

obyektif
kinerja,

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing
komponen yang ada dalam LKE. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
(1) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-

komponen; dan (iii) kriteria;

(i1) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai, sebagai berikut:

No Komponen Bobot | Sub Komponen
1 | Perencanaan KinteaJ 30% |[a) Rencana Strategis (10%), melipufy :
| v" Pemenuhan Renstra (2%);
v Kualitas Renstra (5%); dan
v Implementasi Renstra (3%);
b) Perencanaan Kinerja Tahun (20%),
meliputi :
v" Pemenuhan RKT (4%);
v Kualitas RKT (10%); dan
v' Implementasi RKT (6%).
2 | Pengukuran Kinerja | 25% | a) Pemenuhan pengukuran (5%);
b) Kualitas Pengukuran (12,5%) ;
| ¢) Implementasi pengukuran (7,5%)
3_] Pelagﬂran Kinernja 15% | a) Pemenuhan pelaporan (3%);
b) Kualitas pelaporan (7,5%); dan
. ¢) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
"4 | Evaluasi Internal | 10% a) Pemenuhan evaluasi (2%);
b) Kualitas evaluasi (5%); dan
c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%.
| 5 | Capaian Kinerja | 20% |a) Kinerja yang dilaporkan (output) {5%);
b) Kinerja yang dilaporkan (outcom¢) (10%);
¢) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%.

TOTAL 100% |

F—— s ——

(iii) Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem pada
instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, [baik yang
telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumeh lainnya.
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(iv)

dani evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-
komponen tertentu.

(v)  Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, selaip mengacu
pada knteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan professional judgements-
nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kiiteria, dan
didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

(vi)  Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukgn sebagai
berikut:

v’ Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada sgtiap sub-
komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen
indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 |(sepuluh)
pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya”
maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: [3/10] x 10 = 3;

v’ Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan,
karena terdiri dari beberapa sub- kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan
melalui nilai rata-rata;

v’ Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen
yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range

nilai antara 0 s.d 100.

(vii) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukgn sebagai

berikut:
v' Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan

dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponent
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v" Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan diperg untuk
menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kiinerjanya,
dengan kategori sebagai berikut:

No ﬁategori | Nilai Interpretasi
I Angka

1 ___AA >90 —110(-) | Sanéat Memuaskan |

A >80-90 | Memuaskan, Memimpin bahan,

~ berkinerja tinggi, dan sangat tabel

3 BB >70 - 80 | Sangat Baik, Akuntabel, berkingrja baik, |

memiliki sistem manajemen kingrja yang

_ andal. |

4 B >60-70 |Baik, Akuntabilitas kinerjanyp sudah
baik, memiliki sistem yang dapat

digunakan untuk manajemen kingrja, dan

. perlu sedikit perbaikan.

5 CC >50-60 |Cukup (Memadai), tabilitas
kinerjanya cukup baik, taat k¢bijakan, |
memiliki sistem yang dapat
untuk memproduksi informasi| kinerja
untuk pertanggung jawaban, perli1 banyak
perbaikan tidak mendasar.
6 C >30-50 | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat
diandalkan, memiliki sistem| untuk
manajemen kinerja tapi perlu| banyak

perbaikan minor dan perbaikgn yang
_ mendasar
7 D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak

dapat diandalkan untuk pe¢nerapan
manajemen  kinerja; Perlu | banyak
perbaikan, sebagian perubahah yang
sangat mendasar.

e. Gambaran Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan{Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diubah dengan Peraturah Daerah
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kaftanegara
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara. Selanjutnya, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta thta kerja
perangkat daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kaft: 1egara
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semula mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 201¢ tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Dagrah pada
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan [Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan| Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Surat
Kalimantan Timur Nomor 061/4301/B.Org-KL Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Persetujuan
Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pdmerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta fata kerja
perangkat daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang diatur dalam Peraturdn Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

ubernur

(1) Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;

(2) Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;

(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
(4) Pelaksanaan administrawsi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
(5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara secara struktural terdiri dari Kepala Dinas,
Sekretariat, Bidang Tata Ruang, Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi P
Bidang Penatagunaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, Bidang Pena

Gambaran Umum Implementasi SAKIP
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerin untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisgdsi secara
terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerjg instansi
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pemenntah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Ppmerintah
(SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosddur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam| rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraah SAKIP
meliputi (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) :’I

Data Kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

gelolaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemenntah, pasal 3 menyebutkan “Penyelenggaraan SAKIP pada kementeriary/lembaga
dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tingkatan $esuai (1)
Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan
(3) Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lemaga”. Selanjut, pasal 4 meryebutkan
bahwa “Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja
SKPD”. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Pertanahan dan Penatagn Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Akuntabilitas SKPD telah menyelejggarakan
SAKIP. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaen Kutai
Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dah sasaran
organisasi untuk berperan aktif sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pertanhhan dan
Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Visi Kabupafen Kutai
Kartanegara “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan
Berkeadilan”. Penyusunan perencanaan yang belum strategis dan konseptual; tidak lehgkapnya
data dan informasi pendukung; lemahnya kontrol tentang pengendalian dan pemanfaatan ruang;
tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung; serta rendahnya kualitas SD menjadi
1su strategis yang diangkat dalam menyusun rencana strategis Dinas Pertanahan dan|Penataan
Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2020 memperoleh nilai 73,29 atau dengan kategori BB dapat
diinterpretasikan Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajem¢n kinerja
yang andal. Dengan pemerolehan nilai dan peringkat tersebut, menempatkan Dinas P¢rtanahan
dan Penataan Ruang pada peringkat 18 dari 40 perangkat daerah yang dievaluasi. Pemerolehan
nilai 73,29 tersebut dapat dirinci berdasarkan nilai per komponen, sebagai berikut :
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1 Perencanaan Kmeqa 30 24,98 26,83 1185

2 | Pengukuran Kinerja | 25 15,94 13,75 (2}19)

3 | Pelaporan Kinerja 15 | 10,42 12,35 i 2143

4 | Evaluasi Internal 10 6,85 550 (1[35)

5 Capalan Sasaran Kmeqa 20 14 38 14,38 (
s f’ﬁfﬁz\~ i ﬂa& érf To ] T T

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan pemerolehan nilai hasil implementasi
SAKIP sebesar 0,73 dari semula 72,56 di tahun 2019 menjadi 73,29 pada tahun 2020. Beberapa
hal menjadi catatan evaluasi, sebagai berikut :
a) Perencanaan Kinerja
Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala. Atas permpasalahan
tersebut diatas, tim evaluator menyarankan membuat rencana aksi dimonitor dan dievaluasi

secara periodik (minimal 3 bulan sekali).

b) Pengukuran Kinerja
(1) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan);
(2) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;

(3) Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya;

(4) Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pefantauan
kinerja belum dilakukan secara berkala;

Atas permasalahan tersebut diatas, tim evaluator menyarankan hal-hal berikut :

(1) Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala:

(2) Melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi;

(3) Membuat SOP tentang mekanisme monitoring secara periodic capaian kinerja

masing-
masing eselon;

(4) Agar rencana aksi dilakukan serta membuat hasil pemantauan secara berkala/periodik (per

triwulan).

¢) Evaluasi Internal
(1) Pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kingrja;
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(3) Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkaH nyata.

Atas permasalahan tersebut, tim evaluator menyarankan agar melakukan hal-ha] sebagai

berikut:

(1) Melakukan pemantauan dan membuat laporan hasil evaluasi rencana aksi untuk

pengendalian kinerja,
(2) Melakukan pemantauan dan membuat hasil evaluasi rencana aksi untuk memberikan

alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
(3) Agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah

nyata.

Terhadap atas permasalahan dan saran tindaklanjut tersebut diatas, berdasarkan hasil| evaluasi
implementasi SAKIP Tahun 2021, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang selaku evalugtan telah
melakukan upaya perbaikan namun belum berdampak secara signifikan terhadap penjerolehan
nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021. Dampak perbaikan atas implementasi
SAKIP tampak pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021, sebagaimana akan dijelaskan l¢bih rinci

pada BABII.
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BAB II

HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai 76,90 dengan kategori BB dan dapat diinterpretasikan

Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. [Meskipun

secara kategori dan interpretasi masih sama dengan hasil evaluasi tahun lalu, capaian nilai angka hasil
evaluasi SAKIP Tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pemerolehan
nilai evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang memperoleh nilai 73,29. Nilai angka hasi] evaluasi
implementasi SAKIP Tahun 2020 dan Tahun 2021 per komponen secara ringkas, sebagai berikut :

| .;.;_FJ L\ﬂ ||1 lll) rl Tlh . T

:-It'l| a" -q--”,.-.i- 11-‘-— -_---—-—r "—11.'.--'1 - -r----.
Ao e

Lb‘fi ‘*,J A

1 Perencanaan Kmelja 26,83

2 | Pengukuran Kinerja 25 13,75 15,63

3 | Pelaporan Kinerja 15 12,85 11,33

4 | Evaluasi Internal 10 5,50 7,43

5 Capalan Sasaran Kmelja 20 14 33 16,38
,.. T Kategori| """ BB |
. Interpretasi| | "’"SangatBalk SaaatBak | b

Catatan Rmcmn ha.s'rl penilaian rerhadap nga'vanable penilaian ya:tu (1) komponen; (u) sub- mpanen

dan (iii) kriteria, pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terlampir.

Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas mengindikasikan adanya upaya perbai

dan/atau

tindakan korektif secara signifikan, baik tindakan korektif yang didasarkan pada rekomendasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Lapdran Hasil

Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakuk3r

scCara

internal/mandiri oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai

upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP masing-masing komponen serta hal-hal yang secara signifikan

berpengaruh terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi serta saran perbaikan, secara rinci dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai angka 26,13

| angka

maksimal pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu 30 atau 30% dari nilai akumulasi penilaian
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implementasi SAKIP. Pemerolehan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 10,70 jika

dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 26,83. Hal tersebut mengirldikasikan

tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen

Perencanaan Kinerja oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat | beberapa

permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehanjnilai hasil

evaluasi, sebagai berikut :

(1) Renstra belum dilengkapi dengan indikator tujuan beserta target pencapaiannya
(keberhasilannya); dan

(2) Renstra dan PK belum menyajikan IKU yang selaras atau relevan dengan IKU yang
diformalkan.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Pertanahan dar) Penataan

Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk : |

(1) Melakukan perbaikan pada Renstra periode berikutnya, yaitu penyajian Renstra {lilengkapi
dengan indikator tujuan beserta target keberhasilannya masing-masing sesuai dengpn kriteria
(SMART) dan berorientasi hasil. Hal ini sangat memiliki pengaruh yang signifikaf terhadap
penilaian pemenuhan, kualitas, dan implementasi Renstra; dan

(2) Menyajikan IKU yang selaras atau relevan dengan IKU yang sudah diformalkan padla Renstra
dan PK.

. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai angka 15,63. Pemerolehan
nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,88 jika dibandingkan dengan tahun{lalu yang
memperoleh nilai angka 13,75. Hal tersebut mengindikasikan telah dilakukannya tindak lanjut
rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Pengukurin Kinerja
oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, diantargnya telah
membuat SOP tentang mekanisme monitoring secara periodik capaian kinerja di masi 12-masing
esselon. Meskipun telah memperoleh peningkatan nilai hasil evaluasi, namun pemerolehan
tersebut belum mencapai angka yang maksimal yaitu 25 atau 25% dari nilai akumulas penilaian
implementasi SAKIP. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa permasaljhan yang
secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluagi, sebagai
berikut :

(1) Hanya sebagian individu yang memiliki indikator kinerja individu (IKI) yang mengacu pada

IKU atasannya,
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(2) Pengukuran kinerja belum dilakukan hingga ke individu staf;

(3) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secard berkala
(bulanan/triwulanan/semester);

(4) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;

(5) Pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan
(dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment; dan

(6) IKU belum direviu secara berkala.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan} Penataan

Ruang Kabupaten Kutai Kartane gara untuk :

(1) Memerintahkan Sekretaris Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara mengkoordinir dan memastikan seluruh jajaran pegawai menyusun| dokumen
Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/htasannya.
Indikator kinerja dipastikan telah memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART) dan
terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai d¢ngan staf
operasional (individu) dan hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri jampai ke
sumbernya serta sudah divalidasi. Kriteria indikator yang baik (SMART) yaifu specifik
(menunjukkan kondisi yang spesifik, tidak bias, atau bermakna ganda), measurdable (harus
dapat diukur secara objektif dan memiliki ukuran kuantitatif), attainable (mem ngkinkan
organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai, namun juga tidak terlalu mudah dicapai),
relevan (harus memiliki relevansi atau keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur);
dan time-bound (menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu);

(2) Melakukan  pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara| berkala
(bulanan/triwulanan/semester) dengan mengukur realisasi atas seluruh target yang hda dalam
rencana aksi;

(3) Melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi:

(1novatif); dan

(6) Menjadikan hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi sebagai dasar untuk menyi pulkan
kemajuan (progress) kinerja.
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c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai angka 11,33 dari ahgka yang
maksimal yaitu 15 atau 15% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Pemerolehan
nilai tersebut mengalami penurunan sebesar -1,52 jika dibandingkan dengan tahun|lalu yang
memperoleh nilai angka 12,85. Hal tersebut mengindikasikan tindak lanjut rekomgndasi dan
upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja qleh Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara belum dilakukan secata optimal.
Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa permasalahan yang secara |signifikan
berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :
(1) Laporan kinerja belum menyajikan informasi yang dapat diandalkan secara optimal;
(2) Laporan kinerja belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai;
(3) Laporan kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kingrja secara

keseluruhan; dan
(4) Laporan kinerja hanya menyajikan informasi mengenai efisiensi penggunaan su+:1ber daya
yang dilakukan.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk :
(1) Menyajikan seluruh pembandingan yang memadai dalam laporan kinerja, yaitu :
(a) Perbandingan antara target dengan realisasi;
(b) Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya;
(c) Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah;
(d) Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau RPJMN;,
(e) Perbandingan realisasi organisasi dengan realisasi organisasi yang setara atau sgjenis;
(2) Menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan evaluasi sefta analisis

mengenai capaian kinerja secara keseluruhan;
i

(4) Informasi yang disajikan dimanfaatkan untuk perbaikan capaian kinerja secara lebih ekstensif
dan menyeluruh; dan
(5) Penilaian kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan

(3) Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dil

keberhasilan/kegagalan kinerja serta dijadikan dasar pemberian reward and punishment atas
kinerja pegawai tersebut.
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d. Evaluasi atas Evaluasi Internal
Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Internal memperoleh nilai angka 7,43. Pemerolehan nilai

tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,93 jika dibandingkan dengan tahun [lalu yang

memperoleh nilai angka 5,50. Hal tersebut mengindikasikan telah dilakukannya tindak lanjut

rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Peng an Kinerja

oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. [Meskipun

pemerolehan nilai angka meningkat dari tahun sebelumnya, namun pemerolehan terseput belum

mencapai angka yang maksimal yaitu 10 atau 10% dari nilai akumulasi penilaian implementasi

SAKIP. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa permasalahan yang secara |signifikan

berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

(1) Pemantauan Rencana Aksi belum dilakukan secara bulanan;

(2) Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yjang dapat
dilaksanakan;

(3) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap triwulan;

(4) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah pyata.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan

Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk :
(1) Menyusun dan mendokumentasikan rencana aksi yang berisi penjabaran lebih Janjut dari

target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK);
(2) Melakukan pemantauan rencana aksi secara periodik minimal per bpulan dan

- mendokumentasikan proses pemantuan tersebut dengan baik; dan
(3) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan dilakukan dalam bentuk langkgh-langkah

nyata disertai dengan bukti yang cukup dan terdokumentasi dengan baik.

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja
Hasil evaluasi atas komponen Capaian Kinerja memperoleh nilai angka 16,38 dari nilaimaksimal

pada komponen Capaian Kinerja sebesar 20 atau 20% dari nilai kumulatif nilaj evaluasi
implementasi SAKIP. Pemerolehan nilai tersebut mengalami peningicatan sebesar|2,00 jika
dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai angka 14,38. Hal tersebut
mengindikasikan tindak lanjut rekomendasi dan dampak dari upaya perbaikan atas implementasi
SAKIP pada komponen Capaian Kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dar] Penataan
Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Rincian pemerolehan nilai angka hasil evaluasi komponen
Capaian Kinerja per sub komponen, sebagai berikut .

1. Kinerja yang dilaporkan (Output) memperoleh nilai 4,50 dari nilai maksimal 7,50.
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2. Kinerja yang dilaporkan (Outcome) memperoleh nilai 11,88 dari nilai maksimal 12,50.

Demikian hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Dinas Pertanahan Penataan
Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara besdrta seluruh
jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Ilingkungan
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dar] kerjasama
yang baik, kami ucapkan terima kasih.

_Inspe }; ?
/

H. Werfunsyal/SE, M.Si. CGCAE.. CPSp.
NP _Pembina
NI/ £9750801 200112 1001
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Lampiran
LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Scanned with CamScanner

EN/SUB PONEI
-,. N ﬁ K[NERJA (30%) ' J 30,
] ER‘EN'c’i “A‘A’Nfs":[RATeels (10%) R 1 10,
2. | PEMENUHAN RENSTRA (2%)
1 | Renstra SKPD telah disusun
2 | Renstra telah memuat tujuan | fﬂ !
Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi |
3 | dengan ukuran keberhasilan (indikator)
4 | Tujuan telah disertai target keberhasilannya
-g Dckumen Renstra telah memuat sasaran )
5 ‘Dokumen Renstra telah memuat indikator
kinerja sasaran__
7 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan
8 | Renstra telah menyajikan IKU
9 Renstra'telah dipublikasikan
b. | KUALITAS RENSTRA (5%) 5,00 B :
e ot i o [ *sf':»;f T
10 | Tujuan telah berorientasi hasil
ukuran keberhasilan (indikator) tujuém
11 | (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran
keberhasilan yang baik - _
12 | Sasaran telah beronentasi hasrl [l
Indikator kmerja sasaran (outcome dan output) .
13 | telah memenuhi knterla indikator kinerja yang
| baik ; e 1
14 | Target kinerja ditetapkan dengan baik Y f;‘% '. 3
Program/kegiatan merupakan cara untuk | j;i;;;;t:;;;;:;:;i i
15 | mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil FuB #eﬁOHTSw
Kegiatan _ S
Dokumen Renstra telah selaras dengan e ._! wﬁ;‘b‘*?ﬁ
DOkumen RPJMD E ISR L, WP f’ ;Swf_%%‘:“ﬁ’r
17 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal a*““
yang seharusnya ditetapkan o i
IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) 3,00 |75,
Dokumen Renstra digunakan sebaggi acuan R
18 | penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran ——
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PONEN/SUB K ' SKPD . (ON
ONEN/SUB k EN AT K.ERA_{;I’B__Q
Target jangka menengah dalam Renstra telah R s -
19 | dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun SR 075 B OK
| berjalan_ e R R | D s
20 | Dokumen Renstra telah direviu secara berkala J e of:haidi 0”755; R OK

i S L e

PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA AL
2. | TAHUNAN (4%) 4,00 110.0 007

: Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah F VARG e

disusun e N ) . ‘
|2 | Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun Y. 100 Ao g | K
3 | PKtelah menyajikan IKU A .00 PEERERE OK
4_| PKtelah dipublikasikan oy o0 I OK

"PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) | 20,00 | 94,00% | 18,80

14,00

3 " - &
T n .. 'l'l:!;

KUALITAS PERENCANAAN KINERJA

“TAHUNAN (10%) 10,00

rT——

Sas:aran telah berorientasi hasil

b.
5 = = ———

| Indikator kinerja sasaran dan hasil program
6 | (outcome) telah memenuhi kriteria indikator
7
8
9

oo e . e B ok
Target kinerja ditetapkan dengan baik A 1 00 ,.,.;.f-;i (i OR il
Kegiatan merupakan cara untuk mencapai A PR P s ) St

sasaran 1

Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran
telah didukung oleh anggaran yang memadan

Dokumen PK telah selaras dengan

RPJMD/Renstra
| Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang
11 | seharusnya ditetapkan (dalam kontrak

| kinerja/tugas fungsi)
12 | Rencana Aksi atas Iﬁnerja sudah ada

Rencana Aksi atas Kinerja erja telah

13 | mencantumkan target secara periodik atas
kinerja ot

| Rencana Aksi atas klnerja telah mencantumkan

sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode

yang akan dilakukan dalam rangka mencapali

kinerja

= =

14

!_ , IMPL—E-MENTASI PERENCANAAN KINERJA 6,00
| TAHUNAN (6%)

15 | Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam
| penyusunan anggaran

el e —

16 Target kinerja yang dlpel]anjlkan telah
digunakan untuk mengukur keberhasilan
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